
BUPATI KEPULAUA}{ SANGIHE

PROVII{SI SUI.AWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 49 TAHUN 2OL6

TENTANG

KEDUDUI(AN, SUSTJNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGST SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL TIPE A KEBUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

tsIJPATI KEPULAUAN SANGIHE

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal s peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1- Undang-Undalg Nomor 29 Tahun 1gS9 tentang

Pernbentukan Daerah ringkat II di sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1gS9 Nomor 24,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)tl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negala Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor
523fl;
Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nornor 6, Ta,rbahan Lembaran Negara Republik IndqnesiR

Nomor54c)4);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 244, Taxnbahan Lembaran Negara, Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2OL5

tentang Perubelhan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahu,r 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);

Peraturan Pernerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia l'ahun 2OAO Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah

di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO3

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97

Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara ttepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,

Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a3221;

Peratural Pemerintah Nomor lOO Tahun 2OO0 tentang

Pengangkatan Pegarvai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOO Nomor 'L97, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia l{omor 4018) sebagaimana telah diubah dengan

Peratura-n Pennerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang

Peruba"han Atas Peraturan Pernerintah Norr,ror 1O0 Tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalarn

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor al9aJ;

Perafi.rran Pernerintah Nomor I Tah.un 2OO3 tentang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 15, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah di.ubah dengan

Peratrrran Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3

6.

7.

v



-3-

tentang Pengangkatan, pemindahan clan pemberhentian

Pegawai Negeri sipil (Lembaran }regara Republik Indonesia
Tah-un 2oo9 Nornor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor s3 Tahun 2oro tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indorresia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2ol4 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan sangihe dan Talaud
rrrenjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di provinsi Sulawesi

utara (Lernbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2ot4
Nomor L67, Tambahan Lembaran Irregara Republik Indonesia
Nomor 5557);

1o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 'rahun 2ot6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2016 Nomor L14, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5837);

ll.Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 80 rahun 201s
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036);

12- Peratu.ran Daerah Kabupaten Kepuluan sangihe Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukarr dan susunan perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe (Lembaran Daerah

Kabupaten Kabupaten Sangihe Tahun2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEFAI'IJR \N BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, susuNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FIJNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

SOSIAL TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SAIYGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adatrah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusa.n Pernerirrtahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah men-^ rrut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas-luasnya dalam

+
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sistem dan prinsip Negara Kesa.tuan Republik Indonesia seba,gaimana dimaksud

44e4q l]4dang-pndang Dasar Negara nepupl!! !nd949si4 T,4ror, !g+s,
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala De.erah sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksarlaan llrusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perar'gkat Daerah adalah unsur pembqntu Bupati dan Dewan Per-wakilan

Rakyat Daerah Kabupatc-n dalam penyelenggaraan u.rusan Pemerintahan yang

menjadi $epenangqrr Daerah tr{abrrtraten.

5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

6. Sekretaris Daerah a.dalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepr:Jauan Sangihe.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Sosial Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.

8. Kepala Dines adalah Kepala Dinas Sosial Kahupaten Kepulauan Sangihe.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk rnr-rflerluhi kebutuhan dasar

warga rregafa".

1o. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan sangihe.

1 1. Keduduhan adalah tingkq.tan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki
suatu jabatan tertentu.

12. Susunan Organisasi ada,lah suatu struktur dan hubunBan kerja serta posisi
yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk
mencapai f.rjuan yarrg diharapkan.

13- Tt-rgas dan fungsi adalah sekrrmpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan

organisasi yang harus dilaksanakan.

l4.Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur suatu pekerjaan

dalam Organisagi agar terlak-sana dengan baik dan efisien.

15. Kompetensi 'leknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki
oleh seora:rg pemanl3ku jabatan berupa pengetalrlian, keterampilan dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, melalui kesesuaian
pEndidikan atau pelatihan dengan tugqg jabatan yang diternpuhrrya,

16. Kelompok .Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan de-ngan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentr.

17. Llnit Pelaksana Teknig atlalah Ungur Pelakgana Telrnig yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan telsris penunjang tertentu.

+
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BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Sosial rnerupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Sosia1
yang rnenjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggL'.rlg ja'rab kepada Bupati neelalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSTINAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Orgalisasi Jinais Sosial terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

d. Bidang Perrrberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;

e. Bidang penanganan Fakir Miskin;
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Sub Bagian Program, Keuangan dan pelaporan; dan
b. Sub Bagian tknum, Hukum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Perlindungan Can Jaminan Sosial sebagairnana dirnaksud pada a5rat (l)
huruf c, membawahi :

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial ; dan
b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

(a) Bidang Pernberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1) huruf d, membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Penanganan Anak dan Lanjut Usia
Terlantar serta kesetiakawanan Sosial; dan

b. Seksi Rehabilitasi T\..ina Sosial, Perdagangan Orang dan penyandang

Disabilitas.

(5) Bidang Penanganarr Fakir l\{iskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

membawahi :

a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan
Pemberdayaan; dan

b. Seksi Bantuan Stimulan dal penataan Lingkungan.

t
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Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh

Sekretaris, berada di barvah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang-Bidang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (a) dan

ayat (5) dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalarrr Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf
b, dipimpin oleh Kepala sub Bagian, berada di bau,ah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Seksi 5s$agair,nanrr. dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b,

ayat (4) huruf a dan hunrf b, serta ayat (5) huruf a dan huruf b dipimpin oleh

Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Dinas

Pasal 5

Dinas Sosial melnpunyai tugas mernbantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan.

Pasa1 6

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijalian teknis di bidang sosial;

b. pelaksanaan kebijakan dinas di bidang Sosial ;

c. pelaksanaan evatruasi dan pelaporan di bidang sosial;

d. pelaksanaan adrninistrasi di lingkungan Dinas Sosial; dan

e. pelaksanaan fungsi lain ]'ang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya.

(3)

(4)

(s)

v
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Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan,
pengembangan dan pembinaan pegawai, memberikan pelayanan administrasi
kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas sosial.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7,
menyelenggarakan fungsi :

a' penyiapan perumusan ketrijakan operasional tugas administrasi di lingkungan
Dinas Sosial;

b' penyelenggara€ul kegiatan penatausahaan dan ketatalaksanaan administrasi
keuangan;

c. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan lrnrrm, hukum dan kepegawaian;
d' pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas

Sosial;

e. pengelolaan aset yang menjacli tanggung jawab Dinas Sosial; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang drberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Pasai 9

Sub Bagian Program, Keuangan dan pelaporan mempunyai tugas :

a. men5rusun rancallgan Renstra dan Renja SKpD;
b. menJrusu.n rencana prograrn/kegiatan Sub Bagian Program, Keuangan dan

Pelaporan;

c. menyelenggarakan administrasi keuangan, perbendaharaan dan akuntansi
Dinas;

d. mengoordinasikan pen]rusunan rencana anggaran yang acla pada bagian 6an
bidang-birlang di Dinas;

e- men]rusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan;
f. meneliti kelengkapan berbagai jenis dokumen keuangan dan perbendaharaan

yang ditetapkan sesuai af.uran;

g. melakukan verifi.kasi at-as dokumen keuangan, perbendaharaan, menyiapkan,
mencatat, membukukan perintah pembayaran;

+



-8-

h. melakukan verilikasi hia.rian, berkala atas penerimaan;

i- melaksanakan pen5rusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan dan laporan keuangan;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan
anggaran;

k. memberi petunjuk, rrrenga\,vasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan
trrgas bawahan;

l. membuat laporan keuanga-n sernesteran dan tahunan dana APBD; dan
rn. melaksanakan tugas lain" yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 1O

Sub Bagian Lknum, ltrukurn dan Kepegawaian mempunyai tuga.s :

a. menJrusun rencana dan progr€un Sub Bagian Umum, Hukum dan K,epegawaian;

b. rnengunrs ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi dan ketatalaksanaan

Dinas;

c. mengelola, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan Kantor;

d. melaksanakan penatalaksanaan aset. inventaris dan perlengkapan Dinas;
e. menJrusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi

bantuan hukum;

f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;

h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, pror,nosi,ipenjenjangan serta
penjatuhan disiplin pegau.ai;

i. meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai;

j. menyiapkan dan mengelola fb.silitas administrasi kepegawaian dan hukum
terkait d.engan tugas pokok Dinas;

k. mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang hukum
dan perundang-undangan;

l. memfasilitasi kebutuhan peiayanan hukum bagi aparatur Dinas terkait dengan
tanggung jawab pelaksanaan tugas; dan

m. melakbanakan tugas lain yang cliberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

t
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Bagian Ketiga

BiCang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasa] 11

Bidang Perlindungan dan .Iaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan k-etlijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur,

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sertei pemantauan,

evaluasi dan pelapora.n di biCang perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal l2

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalarn melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11. mt:rryelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bah.an pemmusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kehijakan di bidang Perlirrdungan dan Jaminan

Sosial;

c. penyiapan bahan pen)rusunan nonna, standar, prosedur dan kriteria di bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

Perlindungan dan Jarninan Sosia.[;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas d.an

fungsinya.

Pasal 13

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alarn dan Bencana Sosial mempunyai

tugas :

a. menJruslrn rencana kegiatan seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

dan Bencana Sosia,l sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan pen5rusun€rn perurnusan kebijakan di seksi Perlindungan

Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakzrn di seksi perlindungan sosial

korban bencana alam;

d. menyiapkan bahan koordinasi seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Alam dan Bencana Sosial dengan Unit/Instansi terkait;

Y
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e. rnenyiapkan Lrahan pen5rusunan bahan norma, standar, prosedur, dan

kriteria Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana r\lam dan Bencana Sosial;

f. menyiapkan bahan pemberi.an bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan

dibidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;

g. membirlbing, mernbagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindung,an Sosial Korban

Bencana Alam dan Bencana Sosial;

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sesuai tugas dan kewenarrgannya;

i. memtrerikan saran dan pertimbangan kepada atasan ye.rrg berkaitan dengan

tugas Bidang PerLindungan Sosiall Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;

j. melaporkan hasil kegiatan bidanlg Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

dan Bencana Sosial; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya-

Pasal 14

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas :

a. men5rusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunan perurmusan kebijakan Seksi Jaminan Sosial

Keluarga;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakal Seksi Jaminan Sosial Keluarga;

d. menyiapkan bahan koordinasi Seksi Jaminan Sosial Keluarga dengan

Unit/ Instansi terkait;

e. menyiapkan bahan pellrusunan norma, standar, proseo'ur, dan kriteria Seksi

Jaminan Sosial Keluarga;

f. menyiapkan bahan pem.berian bimbingan teknis, supervisi dan pernantaual

seksi Jaminan Sosial Keluarga;

g. membimbilrg, mernbagi tugas, rnemeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga;

h" melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Jaminan Sosi,al Keluarga

sesuai tugas dan kewenangannya;

i. memberikan saran dan pertinrbangan kepada atasan yallg berkaitan dengan

tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga;

j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga kepada Kepala

Bidang; dan

k. rnelaksanakan tugas lain 5'ang diberikan oleh atasan terka:.t dengan tugasnya.

r
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Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan dan Rehalcilitasi Sosial

Pasal 15

Bidang Pernbc,rdayaan dan Rehabilitasi Sosial rnernpunyai tugas rnelaksanakan

koordinasi dan pemhinaan tugas pemberdayaan dan rehabilitasi yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala. Dinas.

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dalarn rnelaksanakan trrgas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan

Rehabilitasi Sosial;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan

Rehabilitasi Sosial;

c. penyiapan bahan pen5rusrlnan nc,rm.a, standar, proseCur dan kriteria di bidang

Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;

d. penyiapa"n bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pemberdayaeln dan Sosial Rehabilitasi; dan

f. melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan KeJembagaan Sosial, Penanganan Anak dan Lanjut Usia
Terlantar serta Kesetiakar{/a.nan Sosial mempunyai tugas :

a. men]rusurr rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Penanganan Anak dan Lanjtrt Usia Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyusunurn perumusan kebijakan Seksi Pemberdayaan

Kelembagaan Sosial Penzrnganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta
Kesetiakawanan Sosial;

c. menyiapkan baharr pelaksanaan kebijakan Seksi Pemberdayaan kelembagaan

Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial;

*
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d. menyiapkan bahan koordinasi seksi Pemberdayaan, Kelembagaan . sosial

Penanganan Anak dan La.njut Usia Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial

dengan Un.it/Instansi terkait;

e. menyiapkan bahan penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Penanganan Anak dan Lanjut Usia

Terlantar serta Kesetiakarvanan Sosial;

f. menyiapkan bahan pemberian birnbingan teknis, supervisi dan pemantauan

Seksi Pemberd. ayaan, Kelembagaan Penanganan Anak dan Lanjut Usia

Terlantar serta Kesetiakawanao Sosial;

g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan menge'r'aluasi kegiatan yang

berkaitan d.engan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan, Kelembagaan

Sgsial Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Kesetiakawanan

Sosial;

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pemberdayaan

Kelembagaan Sosial Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terla,ntar serta

Kesetiakawanan Sosial sesuai tugas dan kewenangannya;

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Penanganan Anak dan Lanjut Usia

Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial;

j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial,

Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Kesetiakawanan Sosial

kepada Kepala Dinas; dan

k. neelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Perdagangan Orang dan Penyandang Disabilitas

mempunyai tugas :

a. men5rusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Perdagangan

Orang dan Penyandang Disabilitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan pen5rusunan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi

T\rna sosial, Perdagangan Orang dan Penyandang Disabilitas;

c. men5napkan bahan pelatrsanaan kebijakan di bidang rehabilitasi T\rna sosial,

Perdagangan Orang dan Penyandang Disabilitas;

d. menyiapkan bahan koordi.nasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan

Unit/ Instarrsi terkait;

e. rnenyiapkan bahan pen5ruslman nofina, standar, prosedur, dan kriteria Seksi

Rehabilitasi Tuna sosial, Perdagangan Orang dan Penyandang Disabilitas;

v



_13_

fl menyiapkam bahan pelnberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan

di bidang rehabilitasi Tbna sosial, Perdagangan Orarrg dan Penyandang

Disabilitas;

g. membimbing, membagi tugas, rnemeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelalrsamaan tugas Seksi Rehabilitasi T\.rna sosial,

Perdagangan Orang dan Penyandang Disabilitas;

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Rehabilitasi Ttrna sosial,

Perdagangan Orang da.n Penyandang Disabilitas sesuai tugas dan

kewenangannya;

i. memberikan saran dan pertirobangan kepada atasan yang berkaitan dengan

tugas Seksi Rehabilitasi T\rna Sosial, Perdagangan Orang dan Penyandang

Disabilitas;
j. melaporkan hasil kegiatrn Seksi Rehabilitasi TU.na Sosial, Perdagangan Orang

dan Penyandang Disabilitas kepada kepala dinas; dan

k. melaksana-L-an tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Fasal 19

Bidang Penanganan h-akir Miskin mernpunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
pembinaan tugas pernberdayaan dan rehabilitasi yang dalam melaksanakan

trrgasrrya bertanggung jawab llepada Kepala Dinas.

Pasal 2O

Bidang Penanganan Fakir ldiskin dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, men],elenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perlimusan kebijakan di bidang Penanganan Fakir Miskin;
b. penyiapan bahan pelaksarraan keb{iakan di bidang Penanganan Fakir Miskin;
c. penyiapan bahan perr5rusrxran nofina, standar, prosedur dan kriteria di bidang

Penanganan Fakir Miskin;

d. penyiapan bahan pember:ian bimbingan tet<reis dan supervisi di bidang

Penanganan Fakir Miskin dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Fakir Miskin; dan
e. pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan f.erkait dengan tugas dan

fungsinya.

+
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Pasal 2l

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan Pemberdayaan

mempunyai tugas :

a. men5rusurt rencana kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas,

Pendampingan dan Pemberdayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan baharr pen5rusunan perumusan kebijakan seksi identifikasi dan

Penguatan Kapasitas Pendampingan dan Pemberdayaan;

c. menyiapkan bahart pelaksanaan kebijakan seksi ldenti{ikasi dan Penguatan

Kapasitas, Pendampingan dan Pemberdayaan;

d. menyiapkan bahan koordinasi seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Pendampingan dari Pemberdayaan dengan Unit/ Instansi terkait;
e. menyiapkan bahan perryusur.ran nofina, standar, prosedur dan kriteria Seksi

Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan Pemberdayaan;

f. menyiapkan bahan pernberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan

seksi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan
pemberdayaan;

g. membimbing, mernbagi tugas, rnemeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Identilikasi dan Penguatan

Kapasitas, Pendampingan dan Pemberdayaan;

h. melaksanakan perrilaian kinerja pegawai pada Seksi Identifikasi dan

Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan Pemberdayaan sesuai tugas dan

kewenangannya;

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Pendampingan dan

Pemberdayaar,;

j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas,

Pendampingan dan Pemberdayaan kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ata.san terkait dengan tugasnya.

Pasal22

Seksi Bantuan Stirrrulan dan Penataan Lingkungan memprunyzi tugas :

a. men5rusun rencana kegiatan Seksi Rantuan Stimulan dan Penataan

Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan penyrsunan perumusan kebijakan di bidang bantuan

stimulan darr penataan lingkungan;

{-
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c. men5zfspftan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan stimulan dan
penataan lingkungan;

d. menyiapkan bahan koordinasi bidang bantuan stimulan dan penataan
lingkungan Cengan Unit/Instansi terkait;

e. menyiapkan baharr penJrusunan bahan norma, standar, prosedur, dan
kriteria seksi Bantuan stimulan dan penataan Lingkungan;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan premantauan

di bidang bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
g. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Bantuan Stimulan clan Penataan

Lingkungan;

h. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Bantuan Stimulan dan
Penataan Lingkungan sesuai tugas dan kewenangannya;

i. memberikan saran dan 1:ertimtlangan kepada atasan terkait dengan tugas
Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;

j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Bantuan Stimulan dan Peirataan Lingkungan
kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas lain 5'ang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalarn melaksanalan tugas setiap pimpinan r:nit organisasi dan kelompok

tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordirrasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkur,gar, masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pernerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wqiib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangarr yang berlaku.
(3) Setiap pimpinan satr-lan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

mengoordinasikan bawatrannya masing-rnasing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi peiaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan saluan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-rnasing dan menyampaikan
laporan berkala tepat vzaklu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib Ciolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

)y
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pen3rusunan Iaporan lebih. Ianjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

b_awah,annya,

(6) Dalarn penyampaian laporam masing-masing kepada atasan, tembusan

laporan wajibr disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional rnernpurryai hub ungan kerja.

{71 Dalam melaksanalrryr ,-ugas petiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh

satuan organisasi dibar,r,atrnya dan dalam rangka pernberian bimbingan
kepada ba:,rrahannya rnasing:me.ging wai ib mengadakan r4pat berkala.

BAB VI

JAB.ATAI{ PERANGKAT DAERAH

Pasal 24

(1) Kepala Dina"s merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan
Tinggr Pratama.

{2J Sekretaris merLlpakan jabatan strtrlctrrral eselon IIIa atau Jabatan

Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon ItIb atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

kelas A, rnerupakan jahatan gtrutrrtural egelon IVa atau Jahatan Pengawas.

(5) Kepala Sr:b Bagran pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A, merupakan
jabatan struktural eselo;r trV'b.

E4E VII

KEPEGAWAIAN

Paqal 25

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan

oleh Eupati ses-uai dengan l,reraturq.n p9(undang;und4ng4n.

BAB VIII

KELOI\IPOK JABATAN FUNGSIONAL

Fasa] 26

tU Dilingkungan Dinas Daerah riapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan

keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan ,sesuai dengan prosedur dan
ketentuan ya:r::g beriaku.

P
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang dituqjuk.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal27

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan

Sangihe Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 28

Perattrran Brrpati ini rmrlai berlaku pada tanggal dirrndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Desember 2016

PJ. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Desember 2OL6

SEKRETARIS DAERAH KABUPA-TEN KEPULAUAN SANGIHE,

/^,^-
EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 49

PAI,ANDUNG
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